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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan atas segala karunia dan rahmat yang telah 

dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai 

persyaratan untuk menempuh ujian saijana hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya Palembang.

Di tahun 2004 lalu, diwarnai dengan gagasan untuk memberlakukan pita 

cukai terhadap semua produk musik dan film yang direkam pada media rekam 

magnetik maupun optik, seperti kaset, Compact Disc (CD), Video Compact Disc

(WCD), Digilai Video Disc (DVD) dan Laser Disc (LD) di Indonesia yang

dimaksudkan untuk mengurangi tingkat pembajakan yang terjadi di Tanah Air 

disamping secara langsung dapat memberikan penambahan pemasukan untuk kas 

negara. Rencana pemerintah ini menuai banyak pro dan kontra di masyarakat 

khususnya kalangan yang terlibat dalam industri rekaman.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk menyusun skripsi berjudul 

“Analisis Tentang Pemungutan Cukai Atas Hasil Industri Rekaman Musik”.

Dalam pelaksanaanya, penulis menghadapi cukup banyak kesulitan, terutama 

langkanya literatur dan sumber lain yang mengupas khusus tentang cukai.

Sesungguhnya proses pembuatan tersebut dapat berjalan dan terlaksana 

dengan baik sehingga tulisan ini selesai, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap masyarakat di dunia ini pasti mengenal musik. Musik adalah ciptaan 

utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen termasuk 

notasinya.** .Musik juga merupakan sarana komunikasi pengungkap gagasan-gagasan

maupun perasaan tertentu.

Banyaknya lagu-lagu, penyanyi dan grup musik Indonesia saat ini 

'menunjukan tanda-tanda yang mengembirakan dalam dunia kesenian, karena

kesempatan untuk berekspresi dan berkarya semakin terbuka. Hal ini dapat dilihat

makin banyak diselenggarakannya kegiatan-kegiatan kesenian, antara lain festival

musik.

Kebebasan berekspresi dalam bermusik sangat penting dalam mempengaruhi 

suatu karya, tetapi ancaman terhadap kebebasan ini selalu mengintai. Ancaman 

tersebut adalah pembajakan yang merupakan salah satu cara alternatif yang muncul 

dalam mekanisme pasar untuk menyiasati tarif yang tinggi bagi rakyat atau 

konsumen. Dalam industri rekaman musik, pembajakan terjadi sebagai reaksi alas 

tingginya permintaan masyarakat akan hasil industri rekaman musik.2

’ Hulman Paniaitan.. “Pemahaman Hak Cipta Rendah. Pembajakan Lagu Marak” . 
\v\v\v,suarapenibaharuaiycpm. 1 Juni 2004

Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat.,’"Cukai Menghalangi Kreatifuas dan Apresiasi 
Terhadap Kesenian" . w\v\v.geocit.ies.com/jaker pusat, 21 Januari 2004
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Pembajakan terhadap hasil industri rekaman musik di Indonesia kian marak 

dari tahun ke tahun. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, sebab tindakan 

pembajakan tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang 

merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, 

memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu kepada pihak lain. Hak 

cipta sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 29 

Undang-Undang Hak Cipta tersebut, semua bentuk ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra termasuk di dalamnya lagu atau musik dengan atau 

,tanpa teks, merupakan ciptaan yang dilindungi serta berlaku selama si pemegang hak 

cipta hidup sampai dengan 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia.

Tindak pidana terhadap hak cipta merupakan delik biasa. Maksudnya, 

penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, bisa melakukan tindakan hukum 

terhadap pelanggar hak cipta tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak lain.3) Tetapi 

kenyataannya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta ini belum 

diupayakan secara maksimal. Salah satu contoh nyata adalah pada saat mulai 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada 

tanggal 29 Juli 2003, hampir seluruh pedagang produk rekaman bajakan tidak tampak 

di pinggir-pinggir jalan, di tempat mereka biasa menggelar barang dagangannya. 

Namun beberapa minggu kemudian, sedikit demi sedikit para pedagang tersebut

H OK Saidin.. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . PT Raja Grafindo Persada,
• Jakarta. 2002. hlm 113
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mulai tampak menggelar kembali barang dagangannya, dan hingga sampai

leluasa dan terang-terangan berani menjual barang

saat ini

mereka dengan sangat 

dagangannya di tempat keramaian. Kondisi ini semakin diperburuk dengan tindakan 

aparat penegak hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang, 

tetapi tidak terhadap sumbernya, yaitu produsen yang memproduksi barang bajakan

para

tersebut.4)

Padahal UU Hak Cipta mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang 

hak cipta atas lagu atau musik baik secara perdata maupun pidana. Perlindungan 

hukum tersebut diberikan kepada pemegang hak cipta lagu atau musik atas perbuatan 

pihak lain yang dengan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan musik 

atau lagu. Menurut Pasal 1 Angka 4 dan 5 UU Hak Cipta, perbuatan pengumuman 

ini sendiri adalah berupa pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau

penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan media apapun, termasuk media

internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, 

didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan perbuatan yang dikategorikan 

memperbanyak adalah menambahkan jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang 

sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan- 

bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

Perlindungan hukum ini sesuai dengan tujuan dalam UU Hak Cipta bahwa 

pencipta musik dan lagu mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya,

’ Frans Hendra Winarta.. "Efektifitas Pengenaan Pita Cukai Rekaman Terhadap 
pemberantasan Tindak Pidana Pembajakan www.komisihukum.go.id.- Oktober 2004

http://www.komisihuk
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termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh kemampuannya. Jadi hak cipta, 

memberikan hak milik ekseklusif atas suatu karya. Maksudnya tidak ada pihak lain 

boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta atau penerima 

hak.^ Dengan demikian, setiap orang yang ingin melakukan perbuatan untuk 

mengumumkan dan/atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu minta 

izin kepada pemiliknya, yaitu pemegang hak cipta melalui pemberian lisensi.6) 

Pemberian lisensi ini disertai kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang Hak 

Cipta atas musik atau lagu. Royalti adalah suatu persentase dari harga jual atau harga 

ongkos objek yang diberi lisensi itu, atau produk yang dihasilkan dengan objek lisensi 

jtu.7’

yang

Dari sisi pidana, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diatur dalam

Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menentukan

bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat 
(2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)*’.

Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 
atau hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan

'' Lihat penjelasan Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
6) Lihat Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
7’ Roeslan Saleh.. Seluk Beluk Praktis Lisensi , Sinar Grafika. Jakarta. 1991, hlm.12
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pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Sedangkan dari sisi perdata, atas pelanggaran hak ekseklusif seorang pencipta

sebagaimana telah diuraikan di atas, pemegang hak cipta menurut pasal 60 UU Hak

Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga dan meminta

penyitaan terhadap benda hasil dari pelanggaran hak cipta tersebut. Selain itu

pemegang hak cipta berhak minta ke Pengadilan Niaga agar memerintahkan

penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dan pelanggaran hak

atas musik atau lagu tersebut. UU Hak Cipta ini juga memberikan kemungkinan

untuk menyelesaikan perselisihan di bidang hak cipta melalui arbitrase dan alternatif 
>

penyelesaian sengketa lainnya berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999.

Bila melihat pada substansi UU Hak Cipta tersebut, maka hak-hak pemegang

hak cipta cukup terlindungi. Sanksi-sanksi perdata maupun pidana yang akan 

dijatuhkan kepada pelanggar Hak Cipta juga dinilai telah memadai. Tetapi 

pembajakan terhadap hasil industri rekaman musik di Indonesia semakin meningkat 

dari tahun ke tahun.8’

Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional, karena lemahnya 

perlindungan hukum terhadap hak cipta. Menurut laporan kantor Perwakilan 

Perdagangan Amerika Serikat f United States Trade Representative ), pada tahun 

2004 lalu, Indonesia kembali masuk dalam kategori negara yang perlu diawasi

M H. OK Saidin . O p ('n... hlm. 110
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(priority watch lisi) berkaitan dengan masih maraknya pembajakan produk dan 

berbagai sektor industri, termasuk dari industri rekaman musik.J)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama-sama Asosiasi Industri Rekaman 

Indonesia (ASIRI) dan Forum Komunikasi An;i Pembajakan pada tanggal 16 

Februari 2003 juga telah mengeluarkan fatwa bahwa “produk rekaman bajakan itu 

haram”. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan banyak pihak yang dirugikan dan 

lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.10'

Untuk mengatasi masalah pembajakan tersebut. Pemerintah telah berencana 

untuk melaksanakan pemungutan cukai atas hasil industri rekaman musik. Rencana 

JPemerintah ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR-RI pada 14 Juli 

2004 lalu yang semula akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2005, tetapi karena 

rencana tersebut bertujuan untuk memberantas pembajakan bukan untuk memenuhi

target anggaran, maka menurut Direktur Jendral Bea dan Cukai, Eddy Abdurahman,

rencana pemungutan cukai atas hasil industri rekaman musik tersebut ditunda

ii)pelaksanaanya.

Produk rekaman yang akan dikenai cukai itu adalah kaset, Compact Disc 

(CD), Video Compact Disc (VCD), Digital Video Disc (DVD) dan Laser Disc

12)(LD).

Henny Marlvna.. "Catatan Akhir Tahun di Bidang HaKI: Perkembangan, Prestasi dan 
Pekerjaan^Rumah Yang Tersisa", yv^yv.peman.tauperadila.n cpm. 7 Februari 2005

../‘Fatwa Produk Rekaman Bajakan"., www.coretmoret web.id. 19 Februari 2003
‘Cukai Rekaman Tidak Diterapkan Januari 2005".. wwwmtediaiMon^ 20

.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Biaya N'cgara Tahun Anggaran 2005.. hlm. 84

ii).

Oktober 2004
12)



f :rr-ry;ifT CCT^TTIIGIfl. 1133 ariilft OBKtHJStt rCVNfc^ sJOJtf.t: VV**$>V>4»‘M *

me^&t pu« set w «'u harzs~art£> r^;in*JLXrr.'jSLi maurt-r:

kebijaksanaan penienctcih tru.

Dukungan terhadap kebijaksanaan petnetmuth uu dtvunpatkao atuata lam 

oleh Asosiasi Artis dan Produser Rekaman Indonesia vASAPKU dan \a\a\an Dutua

Musik Rekaman Indonesia (YADMURD yang menilai bahwa dengan memungut

cukai atas hasil rekaman musik mampu memberikan perlindungan berupa 

pengawasan terhadap hasil rekaman musik yang asli dari pembajakan, selain itu 

dengan mengenakan pita cukai pada hasil indutri rekaman musik memudahkan 

vdilakukannya penyitaan terhadap berbagai produk ilegal yang secara kasat mata tidak

ada pita cukainya. Cukai juga mampu memberikan devisa melebihi perolehan pajak

yang dicapai saat ini serta memberikan imbalan yang layak kepada para insan musik

n»dan senimannya sebagai penghargaan bagi jerih payah mereka.

Di lain pihak, sejumlah pemusik dan penyanyi menentang rencana Pemerintah 

ini. Mereka menilai langkah yang diambil pihak pemerintah tidaklah logis bahkan 

cenderung tidak menunjukan keberpihakan pada kalangan seniman di dunia musik. 

Selain itu beberapa asosiasi yang berhubungan dengan industri rekaman seperti 

ASIRI ( Asosiasi Industri Rekaman Indonesia ) dan ASPRINDO ( Asosiasi Produser 

Rekaman Indonesia ) juga menolak rencana pemungutan cukai tersebut. Menurut 

mereka, pemungutan cukai atas hasil industri rekaman musik sebauai lanizkah
w w

DPR Dukung Penerapan Cukai Rekaman Industri Musik".. www swara net/id/view. 14Juli :.004
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mengurangi kasus pembajakan tidak akan efektif, karena pemungutan cukai tidak 

dapat menjamin untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pembajakan di 

Pemungutan cukai atas hasil industri rekaman musik juga akan 

menambah beban produksi yang justru akan mempengaruhi harga jua! menjadi lebih 

mahal dari sebelumnya. Dampaknya penjualan hasil industri rekaman musik yang 

legal justru akan turun drastis, sehingga masyarakat akan mencari barang-barang 

bajakan yang harganya jauh lebih murah.

Dengan pemberlakukan cukai pada industri musik berarti pemerintah justru

14)Indonesia.

melegitimasi pembajakan atau dengan kata lain membunuh secara perlahan-lahan

§emangat karya para seniman musik. Selain itu kebijakan pemungutan cukai dinilai

sangat tidak logis, karena cukai diterapkan pada barang-barang yang sudah kena

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menurut UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, 

media rekaman berdasarkan sifat dan karakteristiknya tidak termasuk dalam golongan 

barang-barang kena cukai, karena pada prinsipnya cukai itu dikenakan pada jenis 

produk yang akan dibatasi penggunaannya, sedangkan hasil rekaman musik bukanlah 

produk yang harus dibatasi penggunaannya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, 

akhirnya Penulis memilih judul untuk skripsi ini, yaitu “ Analisis Tentang 

Pemungutan Cukai Atas Hasil Industri Rekaman Musik”.

Henny Marlyna , O p ( it.. www.pemaniauperadilan.com

http://www.pemaniauperadilan.com
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2. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan, maka dapat ditarik

permasalahan sebagai berikut:

1. Keberatan apakah yang muncul dalam kemungkinan pemungutan cukai atas 

hasil industri rekaman musik ?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam kemungkinan pemungutan

cukai atas hasil industri rekaman musik ?

3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi kendala- 

kendala dalam kemungkinan pemungutan cukai atas hasil industri rekaman

musik ?

3. Ruang Lingkup

Untuk menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari

permasalahannya, maka Penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan,

yaitu mengenai pemungutan cukai atas hasil industri rekaman musik.

4. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga 

dengan penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian vang menggunakan 

data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. buku-buku, 

majalah serta artikel-artikel. •
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2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, Penulis melakukan penelitian kepustakaan di 

Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya di Palembang

serta penelitian di Warung Internet (WARNET).

3. Pendekatan

Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka Penulis melakukan

penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif, yaitu

penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu

dan pada saat tertentu mengenai permasalahan yang terjadi.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis 

dengan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan dalam bentuk kata-kata 

untuk mendapatkan kejelasan mengenai pemungutan cukai atas hasil 

industri rekaman musik.
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